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BUPATI BOYOLAL[,

Menimbang

Mengingat 1.

bahwa sesuai ketentuan PasaJ 476 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor \9 Tahun 2016 ten tang Pe<iomaii 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola dan 
pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik 
daerah paling sedikit 1 (aatu} kali dalam 5 {Uma} lahun 
umuk menyusun Buku [nvemaris dan Rekap Buku 
Invenfaria beserfa Rekap Buku Inventaris Pemennfah 
Kabupaten Boyolali;
bahwa dalam rangka mendapatkan data barang yang 
benar dan dapat dipertanggung)awabkan serta akurat 
(up to date], dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil 
Pemeriksaan Bad an Pemehksa Keuangan Republik 
Indonesia atas pengelolaan Barang Milik Daerah 
Kabupaten Boyolali« perlu dilakukan sen sub barang 
milik daerah;
bahwa untuk melaksanakan sensus barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu 
ditetapkan pedoman sensus barang milik daerah di 
Ungkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
bahwa berdaaarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b. dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Boyolali ten tang 
Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten 
Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Ungkungan Propin si Djawa Tengah (Behta Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang......
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahai) Daerah (L«mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
lelah diubah beberapa kah lerakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Reuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533);

5. Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pern ben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 183);

6- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman f^ngelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bovolali Nomor 
209);

7. Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodeflkasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083);

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2016 tentang 
Uraian Tugas J a bat an Eselon pada Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 76);

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 
6);

MEMUTUSKAN:.
(/
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PE DOM AN 
SENSUS BARANG MIUK DAERAH KABUPATEN SOYOIAU-

BAB 1
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
!. Dacrah adalah Kabu paten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur pcnyelenggara 

Pemertntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an 
yang menjadi kcwenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyai daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah an Daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kcwenangan 
daerah,

7. Unit Peiaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas daerah.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh aias 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dan 
perolehan lainnya yang sah.

9. Pe ngelola Barang M i lik Dae rah sel anj utny a d i seb u t Pengelola B arang ad alah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali yang berwenang dan bertanggung 
jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu 
Pengelola adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yang 
bertanggung Jawab mengkoordinir penyclenggaraan pengelolaan barang 
milik daerah yang ada pada perangkat daerah.

11. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang 
adalah Kepala perangkat daerah yang memegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah.

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Derah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna 
Barang adalah Kepala UPT atau Lurah yangditunjuk oleh Pengguna Barang 
untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

13. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

14. Pengurus...
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14. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugaa untuk 
mengurus barang daerah dal am proses pemakaian yang ada di setiap 
perangkat daerah / U PT.

15- Kodefikasi adalah pemberian kode barang mililc daerah sesuai dengan 
penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAS U
MAKSUD DAN TUJUAN

PasaJ 2

(1) Maksud dilaksanakannya Sensus Barang Milik Daerah adalah inventarisasi 
yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan 
pelaksanaan pencatatan semua Barang Milik Daerah Kabupaten dan 
Barang Provinsi serta Barang Inventaris MiJik Negara yang 
digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan 
data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langstmg 
terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi 
aehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan 
yang sebenamya,

(2) Tujuan dilaksanakannya sensus Barang Milik Daerah adalah;
a. tersedianya data mutakhir secara rinci tentang Barang Milik Daerah 

meliputi volume/jumlah fisik, spesifikasi. kondisi (baik/rusak 
ringan/rusak berat) dan sebagainya yang didokumentasikan dalam 
Buku Induk inventaris Barang Milik Daerah yang dapat mendukung 
akuntabilitas nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah;

b- tersedianya data mutakhir tentang barang milik Pemerintah Pusal, 
Pemerintah Provinsi serta pihak lainnya yang dikuasai dan 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;

c. tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk 
perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, 
penyimpanan. dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, 
pengendalian, pemberdayaan / pemanfaatan dan pengamanan barang 
milik daerah; dan

d, terlaksananya pemutakhiran dan legal!sasi status penggunaan Barang 
Milik Daerah pada setiap Perangkat Daerah aiau UPT,

Pasal3

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang membuat Buku Inventaris dan 
Rekap Buku inventaris sebagai hasil Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ay at (1).

Pasal4

Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 disampaikan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang kepada 
Pengeloia melalui Pembantu Pengelola.

Pasal 5../
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Pasal 5

Pengelola melalui Pembantu Pengclola merekap Buku Invemans dan Rekap 
Buku Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi Rrkap Buku 
Invcntaris Pemerlntah Daerah.

BAB HI
RUANG LINGKUF 

Pasal6

Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk seluruh Barang Milik Daerah 
yang berada pada Perangkat Daerah atau UPT di lingkungan Pcmerintah 
Daerah,

Pasal 7

Pelaksanaan Sensus dilakukan olch Pengguna Barang atau Kuaaa Pengguna 
Barang yang secara tcknis dilaksanakan oieh Pcngurus Barang, Penyimpan 
Barang dan Petugas Sensus pada setiap Perangkat Daerah atau UPT di 
lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PROSEDUR SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Prosedur sensus Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Buku Induk 
Inventaris Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pcngurus Barang Perangkat Daerah atau UPT menerima data dari Tim 

Pelaksana Tingkat Kabupaten berupa Kartu Inventaris Barang A, Kanu 
Inventaris Barang B, Kartu Inventaris Barang C, Kartu Inventaris Barang D, 
Karlu Inventaris Barang E, dan Kartu Inventaris Barang F yang bersumber 
dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dan telah 
disesuaikan dengan kebutuhan sensus sebagai kertas kerja data awal 
sensus;

b. Pcngurus Barang Perangkat Daerah atau UPT melakukan update Kartu 
Inventaris Barang (membandingkan fisik barang dengan Kartu Inventaris 
Barang) dengan menggunakan Kartu Inventaris Barang yang bersumber dari 
Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dan telah 
disesuaikan dengan kebutuhan sensus;

C- Pcngurus Barang Perangkat Daerah atau UPT melakukan pcngelompokan 
ID (sepuluh) kondisi Barang Milik Daerah yang ditemukan pada saat sensus;

d. Kcpala Perangkat Daerah atau UPT melakukan monitoring update Kartu 
Inventaris Barang yang dilakukan oleh pcngurus barang/petugas sensus, 
pcngecekan fisik/materialitas barang dan verifikasi kertas kerja sensus 
Barang Milik Daerah atas pendalaan yang dilakukan petu^s sensus, dan 
bertanggung Jawab kebenaran serta keberadaan Barang Milik Daerah yang 
diiuangkan daJam beriia acara hasil sensus Barang Milik Daerah,

c. Tim pelaksana tingkat kabupaten bersama tim pendamping melakukan 
verifikasi pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah dan hasil verifikasi 
diiuangkan dalam beriia acara verifikasi sensus Barang Milik Daerah:

f. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten bersama Tim Pendamping dan Tim 
Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi data Kartu 
Inventaris Barang hasil sensus dan melakukan pembaruan data pada Sistem 
Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dengan Tim Pelaksana 
Tingkat Perangkat Daerah yang diiuangkan dalam berita acara rekonsiliasi 
data hasil sensus Barang Milik Daerah;

g. Pengguna.
/
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g. Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab dan 
menghimpun Kartu Inventails Barang yang datanya dari Karlu Invenlaris 
Barang A, Kanu Inventaris Barang B. Kartu inventaris Barang C, Kartu 
Inveniaris Barang D, Kartu Inventaris Barang E. dan Kartu Inveniaris 
Barang F dan direkap ke dalain Buku Inveniaris dan Rekap Buku inventaris;

h. Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris disampaikan Pengguna Barang 
atau Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola meialui Pembantu Pengeiola;

i. Pengelola meialui Pem bantu Pengelola merekap menjadi Rekap Buku 
Inventaris Pemerintah Dacrah;

j. Rekap Buku Inventaris Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Pengelola; 
dan

k. Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, dan Rekap Buku Inventaris 
Pemerintah Daerah berlaku untuk 5 (limaj lahun.

Pasal 9

Pelaksanaan invents risa si barang sebagaimana dimakaud dal am Paaal 8 huruf 
a adalah dengan melakukan Kodefikasi pada softcopy/file buku inventaris dan 
atau Kartu Inventaris Barang yang berada pada masing-masing Pengguna 
Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 10

Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
a. lokasi;
b. barang; dan
c. register.

Pasal n

Pelaksanaan Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman 
pada Kodefikasi lokasi dan Kodefikasi barang yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah.

Pasal 12

Apabila terdapat Kodefikasi lokasi dan Kodefikasi barang yang tidak terdapat 
sebagaimana dimaksud dalam Paaal 10 huruf a dan huruf b, maka Pengguna 
Barang atau Kuasa Pengguna Barang melaporkan barang-barang tersebut 
secara tertulis kepada Pengelola meialui Pem bantu Pengelola disertai dengan 
softcopy/file data untuk dilakukan penyempumaan dan dibakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Kodefikasi register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf c, dilakukan dengan eaxa menentukan dan mencaiat nomor register 
yang merupakan nomor urut pencatatan dari setdap barang, pcncatatan 
terhadap barang yang sejenis. tahun pengadaan sama, besaran harganya 
sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150 buah, maka pencatatannya 
dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, 
ditulis: 0001 s/d 0150.

(2) Nomor......



- 7-

(2) Nomor urut pencatatan s^bagaimana dimaksud pada ay at (1). dilakukan 
untuk setiap barang yang spesifikasi. type, merk, dan jenis berbeda, maka 
nomor registemya dicatat tersendiri untuk maaing-masing barang.

PasaJ 14

Buku Inventaris dan Rekap Buku inventaris yang disampaikan Pengguna 
Barang atau Kuasa Pengguna Barang menjadi Rekap Buku Inventaris 
Pemerintah Daerah pada Pengelola melalui Pembantu Pcngelola sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, diserahkan dalam bentuk soyicop^//e/e dan 
hardcopy/laporan yang format tabu Iasi nya seragam sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan dilaporkan paling lama 2 (dual bulan setelah tahun anggaran 
berakhir.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15

Laporan-Laporan lamnya terkait Barang Milik Daerah yang disampaikan 
kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola sctclah basil sensus dan untuk 
selanjutnya sudah harus diberikan Kodefikasi barang, KodePikasi lokasi dan 
Kodefikasi register, misalnya Laporan Mutasi Barang. Laporan Kartu Inventaris 
Barang dan Iain-lain.

Pasal 16

Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan Kodefikasi oleh masing-masing 
Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. guna langkah-langkah 
pen gam an an Barang Milik Daerah dapat dijadikan sebagai pedoman pengisian 
sriker label yang ditempelkan ke barang inventaris maupun papan nama 
kepemilikan yang di pa sang pada tanah-tanah yang berada dalam penguasaan 
Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Apabila terdapai Barang Milik Daerah yang rusak berat/tidak berdaya 
guna. dimasukkan dalam formulir usulan barang yang dihapuskan 
kemudian disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

(2| Apabila terdapat Barang Milik Daerah yang hilang, dimasukkan dalam 
formulir usulan barang yang masuk tuntuian perbendaharaan dan 
tuntutan garni rugi kemudian disampaikan kepada Bupati untuk 
dilaksanakan proses penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Sensus Barang Milik Daerah 
Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh format dokumen yang dipet^nakan dalam pelaksanaan Sensus 
Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali yang terdiri dan:
a. format kertas keija sensus Kartu Inventaris Barang A, Kartu Inventaris 

Barang B. Kartu Inventaris Barang C, Kartu Inventaris Barang D. Kartu 
Inventaris Barang E, dan Kartu Inventaris Barang F sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;

b. format.....
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b. format kertas kerja sensus Pengelompokan 10 (sepuluh) kondisi Barang 
Millk Daerah yang ditemukan pada saat sensus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf c;

c. format berita acara hasil sensus Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d;

d. format berita acara verifikasi sensus Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; dan

e. format berita acara rekonsiliasi data hasil sensus Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.

sebagaimana tercantum daiam Lam pi ran II yang merupakan bagian lidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAW PENUTUP 

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BoyolaJi.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 6
BUPATI BOYOLALI,^

2018

^SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal s 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI 

Asiaten Adiniristrasi Umum,

Ttf»<3h :.ii
Bahian K

SUGItANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR^ 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES/aRl SyKARTlNlNGSlH
Pembina 

NIP. 19671102 199403 2 009
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b. format kertas keija sensus Pengelompokan 10 (sepuluh) kondisi Barang 
Milik Daerah yang ditemukan pada aaat aensus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf c;

c. format berita acara basil sensus Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d;

d. format benta acara verifikasi sensus Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; dan

e. format berita acara rekonsiliasi data haail sensus Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang racngetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal d 2018
BUPATI BOYOLALI.

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal d 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT&N BOYOLALI 

Asisien Acinfihistrasi Umum,

sue
BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR ^ 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI.

AGNES SRi bUKS^TININGSIH
fembma 

NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN I
PEKATURAN BUPATi BOYOLAU 
NOMOR ^ TAHUN 2018 
TENTANG
PEDOMAN SENSUS BARANG MiUK 
DAERAH K ABU PATEN BOYOLAU

PEDOMAN SENSUS BARANG MfLIK DAERAH 
KABU PATEN BOYOLAU

I. PENDAHULUAN

Barang Milik Dacrah menipakan salah satu unsur periling da jam 
rangka penyetenggaraan pemenntahan dan pelayanan masyarakat. Oleh 
karena itu pengelolaannya perlu dilakukan aecara baik, tertib dan 
eistematis untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dengan tingltat efektifitas yang memadai. Salah 
satu bagian yang sangat pen ting dalam siklua pengelolaan Barang Milik 
Daerah adalah penatausahaan yang tcrdiri dari kegiatan pembukuan, 
inventariaasi, dan pelaporan. Inti kegiatan penatausahaan adalah 
inventarisasi< yakni kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan. pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan 
data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian, Dari 
kegiatan inventahsasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan 
semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak 
maupun yang tidak l^ergerak. Kegiatan Inventansasi disamping 
dilakukan secara rutin bersamaan dengan pencatatan langsung atas 
mutasi barang daerah. juga perlu dilakukan setiap lima tahun dalam 
bentuk Sensus Barang Daerah untuk mendapatkan data yang lebih 
akurat dan up to date. Untuk kelancaran pelaksanaan sensus barang 
daerah maka perlu disusun petunjuk teknisyangdapat dijadikan sebagai 
pegangan bagi para peinkaana sensus barang daerah sehingga hasif yang 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan,

11. ASAS
Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk memperoleh data 

aeluruh kekayaan dalam bentuk barang milik Pemerintah Daerah dengan 
memperhatikan:
a. aeas Komprehensifitas, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama 

pad a seluruh Perangkai Daerah atau UPT se-Kabupaten Boyolali 
untuk meiaksanakan pendataan seiengkap-lengkapnya terhadap 
seluruh aset yang dikuasainya baik digunakan langsung oleh 
Perangkat Daerah atau UPT maupun dimanfaaikan oleh pihak lain;

b. asas Pleksibilitas. yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara 
sederhana. mudah dan cidak rumit namun dapat menyajikan semua 
data barang yang dipcrlukan;

c. asas efisiensi, yaitu bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh 
secara lengkap seila dapat mencapai sasaran yang diharapkan 
dengan memanfaatkan bah an, peralatan, waktu, tenaga, dan biaya 
yang tersedia;

d. asas Kontinuitas, yaitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai
untuk dijadikan sebagai dasar manajemen aset dan dapat 
dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, 
penganggaran. pengadaan, penyimpanan dan penyaiuran,
pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/
pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

day.
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in. SASARAN SENSUS BARANG DAERAH

Sasaran senaus adalah aeluruh barang daerah, melipud:
a. Barang Milik Daerah Pomenntah KabupaCen Boyolali* terraaauk 

barang yang dibeli atas be ban dana tugas pembantuan, dana 
dekosenTraai, dan sumber lainnya;

b- Barang milik/kekayaan Pemcrintah Proven si Jawa Tengah yang 
dipergunakan oleh Pemerintah Kabu paten Boyolali;

c. Barang milik/kekayaan Negara atau Pemerintab Pusat yang 
dipergunakan oleh Pemerintah Kabu paten Boyolah.

IV. TIM PELAKSANA/PENYELENGGARA
Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari:
a. Tim Pengarah Sensus;
b. Tim Pelaksana Sensus;

Unruk pelaksanaan dalam sensus rersebut dibagi menjadi dua tim
yang terdiri dari:
1. Tim Pelaksana Tingkat Kabupatcn; dan
2. Tim Pelaksana Tmgkat Perangkat Daerah.

C- Tim Pendamping Sensus
Adapun secara teknis keanggotaannya terdiri dari unsur-unaur yang
secara tugas dan fungsi menangani aset dan serta Auditor (nspektorat
(APIP), Pen guru 5 Barang pads setiap Perangkat Dae rail atau U FT, dan
unsur terkait lainnya,

V. MEKANISME PEUKSANAAN SENSUS
a. Persiapan

Untuk kelancaran pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah. maka
hal-hal yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus 

Barang Milik Daerah;
2. Keputusan Bupati lentang Tim Pengsirah. Tim Pelaksana dan Tim 

Pendamping Sensus Barang Milik Daerah;
3. data awal Barang Milik Daerah setiap Perangkat Daerah atau UPT 

yang bersumberdari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang 
Milik Daerah sampai dengan Tahun 2017; dan

4. melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik 
Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah atau UPT.

b. Pelaksanaan
1. Pengurus Barang Perangkat Daerah atau UPT selaku bagian dari 

Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Perangkat 
Daerah menerima data dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten 
berupa Kartu Inventaris Barang A. Kartu Inventaris Barang B, 
Kartu Inventaris Barang C, Kartu Inventaris Barang D, Kartu 
Inventaris Barang E. dan Kartu Inventaris Barang F yang 
bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang 
Milik Daerah dan telah disesuaikan dengan kebutuhan sensus 
sebagai kertas kerja data awal sensus yaitu: 
a) Kartu inventaris Barang A: Tanah; 
b| Kartu Inventaris Barang B: Peralatan dan Mesin; 
c) Kartu Inventaris Barang C: Oedungdan Bangunan;
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d) Kartu Inventaris Barang D; Jalan» Irigasi dan Jaringan;
e) Kartu Inveniaris Barang E: Aset Tetap Lainnya; dan
0 Kartu Inventaris Barang F: Konstrukai Dalam Pengerjaan.

2. melakukan update Kartu Inventaris Barang (membandingkan 
fjsik barang dengan Kartu Inventaris Barang) dengan 
menggunakan Kartu Inventaris Barang yang bersumber dari 
Si stem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah dan 
telah disesuaikan dengan kebutuhan sensus.

3. melakukan pemutakhiran data atas permasalahan dan kondisi 
Barang Milik Daerah yangditemukan pada saat sensus. llasil dari 
pengecekan fisik atas barang tersebut dikelompokkan menjadi 10 
(sepuluhj jenis, yaitu;
a) fisik barang ada tetapi tidak tercatat pada Kartu Inventaris 

Barang;
b) Hsik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap; 
cj fisik barang ada tetapi da)am kondisi rusak berat;
d) fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa;
e) fisik barang ada tetapi dikuasai oleh pihak ketiga:
f) fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan ke Pen^una 

Barang lain;
g) fisik barang tidak ada karena siidah dthibahkan;
h) fisik barang tidak ditemukan/hilang;
if fisik barang tidak ada karena proses penghapusan 

(dijual/dilelang); dan 
j| lain-lain

4. KepaJa Pcrangkat Daerah atau UPT sebagai Ketua Tim Pelaksana 
Tingkat Perangkat Daerah dan di bantu oleh Sekretaris Perangkat 
Daerah/Kcpala Bagian/Kepala Tata Usaha/Wakil KepaJa Sekolah 
sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah 
melakukan monitoring update Kartu Inventaris Barang yang 
dilakukan oleh pengurus barang/petugas sensus. pengecekan 
flsik/macerialitas barang dan verifikasi kertas kerja sensus 
Barang Milik Daerah atas pendataan yang dilakukan petugas 
sensus. dan bertanggung jawab kebenaran sena keberadaan 
Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam berita acara hasi) 
sensus.

VI. KODEFIKASl BARANG MILIK DAERAH

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang 
inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan 
kode barang. Tujuan pemberian kodeHkasi adalah untuk mengamankan 
dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan 
barang pada masing-masing pengguna. Kodefikasi kepemilikan untuk 
masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut;
a. barang milik pemerintah pusat (kaJau ada 00);
b. barang milik pemerintah provinsi (II); dan
c. barang milik pemerintah kabupaten (27).

Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah 
haruB diberi nomoi kode sebagai berikut;

a. Nomor Kode Lokasi
1. Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status 

kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota. Perangkat 
Daerah atau UPT serta tahun pembelian barang;

• 3 •
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2. Momor Kode Lokasi trrdin 16 digit atau lebih aesuai kebutuhan 
daerah;

3. Nomor Kode Urutan Provinsi;
4. Nomor Kode Urutan Kabu paten/Kota;
5 Nomor Kodc Pcrangkat Oaerah dibcrlakukan lebih lanjut olch 

Kepala Darrah dengan memperhatikan pengelompokan bidang 
yang terdiri dari 23 liiclang yaitu:
(01 ] Sekrctariat Dewan/DPRD;
( 02 1 Gubemur/Bupali/Walikota;
( 03 ) Wakil Gu^rnur/Bupati/Walikora;
( 04 i Sekrctariat Daerah;
( 05 ) Bidang KimpraswU/PU;
( 06 ) Bidang Pcrhubungan;
( 07 ) Bidang Kesehafan;
( 08 ) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
( 09 ) Bidang SosiaIr 
( 10) Bidang Kependudukan,
(11) Bidang Pertanian;
( 12 ) Bidang Peridustrinn:
( 13 ) Bidang Pendapatan;
( 14 ) Bidang Pcngawasan;
( 15 ) Bidang Perencanaan;
( 16 ) Bidang Lingkungan Hidup;
( 17 ) Bidang Pariwiaata;
( 18 ) Bidang Kesatuan Bangsa;
{ 19 } Bidang Kepegauaian;
( 20 } Bidang Penghubung;
I 21 J Bidang Komunikasidnformasi dan Dokumentasi;
( 22 ) Bidang BUMD,
( 50 ) Bidang Kecamatan.

6. Nomor Kode lx)kasi.
Angka atau digit nomor kode lokasi 
daJam suatu garis datar.

ditulis secara berurutan

'ir * 1f 0 1 II 1 ~i |{ o”

7. Digit I dan Digit 2 kode komponen kepemilikan barang
Penulisan kode komponen kepemilikan barang aebagai berikut:
a) Barang milik Pemerintah Fhjsat dengan nomor Kode 00;
b) Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomor Kode 

11;
c) Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 

Nomor Kode 12.
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8. Dipl 3 dan Digit 4, Kode Provinsi.
Provinsi diberi Nomor Kode mulai dari nomo 01 sampai dengan 
33 (dstnya) aeauai dengan jumlah Provinsi yang ad a, dan untuk 
Provinsi Jaw a Tengah dengan Nomor Kode 11.

9. Digit 5 dan Djpt 6, Kode Kabupaten/Kota yang berada dalam 
wilayah suatu Provinsi diberi Nomor Kode mulai dari nomor 01 
dan seterusnya sampai sejumlah Kabupaten/Kota dalam 
wilayah Provinsi tersebut. (Kabupaten Boyolali diisi dengan 
Nomor Kode> 27),

Untuk nomor Kode Kabupaten/Kota yang buru dibentuk 
dibakukan oleh Gubemur dengan mengikuti urutan sesuai 
lahimya undang-undang Pembentukan Daerah Otonom baru 
dengan memperhatikan/mengikuti nomor urut Kabupaten/Kota 
yang ditelapkan Menteri Dalam Negeri.

10. Digit 7 dan Digit 8. kode bidang
Kode bidang ini menjpakan Pengelompokan Bidang Tugas yang 
terdiri dari 23 bidang.

11. Digit 9 dan Digit 10. Kode Unit/Perangkai daerah
Kode bidang ini merupakan Penjabaran dari Bidang Tugas 
kepada Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau UPT 
sesuai struktur organisasi di masing-masing daerah 
Provinsi/ Kabupaten / Kota.

12. Digit 11 daji Digit 12, Tahun Pembelian/Pengadaan barang 
dituliskan 2 angka terakhir (misalnya tahun 
pembelian/perolehan 2018, maka ditulis Nomor Kodenya 18, 
tahun pembelian/perolehan tahun 2002 ditulis 02 Tahun 2005 
ditulis 05 dan seterusnya,
Barang yang tidak diketahui tahun peml>e]mn/perolehannya, 
supaya dibandingkan dengan barang yang sama. sejenisnya, 
type, merk, bahan. cc dsb dan menetapkan prakiraan tahun 
tersebut ditelapkan oleh Pengurus Barang,

13. Digit 13 dan Digit 14, Kode Unit Pengelola Barang/Satuan Kerja.
Kode Sub Unit/Satuan Keija untuk masing-masing Perangkat 
Daerah atau UPT diberi nomor urut Kode Sub Unit sesuai 
Struktur Perangkat Daerah mulai dari Nomor 01 dan seterusnya 
sampai sejumlah Sub Unit/Satuan Kerja dalam Perangkat 
Daerah atau UPT tersebut dan ditelapkan dengan Keputusan 
Kcpala Daerah.

14- Digit 15 dan Digit 16. Kode Sub Unit/Satuan Kerja-

Contoh. 1 Nomor Kode Lokasi untuk penulisan pada UPT Pusat 
Kesehatan Masyarakat Boyolali Id.
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b. Nomor Kode Barang
1. Nomor Kode Barang diklasifikaaikan ke daJam 6 (enam) golongan 

yaiiu:
(01 ) Tanah
( 02 ) Peralatan dan Mesin 
( 03 } Oedung dan Bangunan 
( 04 ) Jalan, irigasi dan Jaringan 
( 05 ) Asset Tetap Lainnya 
( 06 ) Konstruksi daJam Pengerjaan.

2. Penggotongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok. Sub 
Kelompok dan Sub-sub Kelompok/Jenis Barang.

3. Nomor Kode Kelompok dan Sub^sub Kelompok/Jenis Barang.
4. Nomor Kode Barang terdiri atas 14 (empat belas] digit yang 

tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus 
sebagai berikut:
Unruk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan 
cepal, perlu 2 |dua) angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan 
Barangnya, kemudian baru dicari Nomor Kode Bidang, Nomor 
Kode Kelompok, Nomor Kode Sub Kelompok, Nomor Kode Sub- 
sub Kelompok/Jenis barang dimaksud.
Contoh 1, kode barang mobil sedan
Untuk mencaii nomor kode barang mobil sedan adalah sebagai 
berikut:
a) Nomor Kode 02; Nomor Kode Colongan Peralatan dan Mesin; 
b| Nomor Kode 03; mobil sedan bidang aJat-alat angkutan;
c) Nomor Kode 01; Kelompok alat angkutan darat bermotor;
d) Nomor Kode 01; Sub Kelompok kendaraan dinas bermotor 

perorangan;
e) Nomor Kode 01; Sub-sub Kelompok/jenis barang;
f) Nomor Kode Register,

Contoh 2: Bangunan Jembatan.
a) Nomor Kode 04; Nomor Kode Golongan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan;
b) Nomor Kode 14; Bangunan Air/Irigasi;
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c} Nomor Kode 07; Kelompok Bangunan air kotor; 
d) Nomor Kode 05; Sub Kelompok Ban gun an Pelen^cap air kotor; 
e| Nomor Kode 04; Sub-sub Kelompok/jenis barang bangunan 

jcmbatan;
f) Nomor Kode Register, 

c. Nomor Kode Register
Nomor Register merupakan nomor urut penratatan dari setiap 

barang, pencaiatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan 
sama, bersaran harganya sama seperti meja dan kursi jumlahnya 
150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu format 
pencatatan daJam lajur register, ditulis: 0001 s/d 0150.
Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, type, 
merk, jenis berbeda, maka nomor registemya dicatat tersendiri 
untuk masing-masing barang.
Cara penulisan nomor Kode Unit dan Nomor Kode Barang:
1. Barang Milik Departemen KimpraswU (atau sebutan lainnya) 

berupa mobil sedan dibeli pada Tahun 1999. dipergunakan pada 
Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang (Subdin Cipta 
KaryaJ mobil sedan yang kctiga, Kabupaten Boyolali.
OQ. u"27tQ5.10.99 !04 
02.03.01.01.01.0003

Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Air Cordition. 
Unit yang ke enam. be rad a pada Subdin Pengelolaan Budidaya 
Perikanan (Dinas Pcrikanan dan Kelautan}, dibeli/diperoleh 
Tahun 2001.

11.11.27.11.14.01.05
02.66.02.04.03.0006

3. Barang Milik Pcmerintah Kabupaten Boyolali berupa Komputer 
PC yang ke delapan. berada pada Dinas Pekeijaan Umum dan 
Penataan Ruang, Subdin Pern bangunan, dibeli/diperoleh Tahun 
2003.
12.11.27.06.10.01.02
02.06.03.02.01.0008

Lain-lain
1. cera pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang 

belum ada Nomor Kode jenis barangnya, supaya 
mempergunakan Nomor Kode Jenis Barang “Lain-Iain “dari Sub 
Kelompok barang dimaksud atau dibakukan oleh Kepala 
Daerah masing-masing dengan mengikuti nomor urut jenis 
barang lain-lain;

2. Barang Milik Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) 
tetap menjadi milik Hemenmah Daerah, oleh karena itu semua 
barang inventaris yang dipisahkan, diperlakukan sama dengan 
barang inventaris milik Pemerintah Daerah;

3. tidak termasuk Barang Milik Daerah tersebut diatas yaitu 
barang usaha/barang yang diperdagnngkan sesuai dengan 
bidang usaha dari Perusahaan Daerah tersebut; dan
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4. da lam rangka tertib administraai pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang cepat dan akurat. Hemerintah Da«rah menerapkan 
aplikaai inventarisaai melalui Siatem Informasi Manajemen 
Daerah Barang Milik Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan.

e. Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan
1. kode barang dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada 

setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang 
tersedia tidak dapat memuatnva, cukxip dicatat dalam Buku 
Inventaris, Kartu Inventaris Barang dan Kartu Inventaris 
Ruangan;

2. kode barang dan tanda kepemilikan uniuk kendaraan bermotor 
roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;

3. kode barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor 
roda 2 (dua) ditempatkan dibagian badan yang mudah dilihat;

4. kode barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor 
lainnya ditempatkan ditempat yang mudah dilihat;

5. kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas dicantumkan 
pada sebuah pa pan yang berukuran kurang lebih 15x25 cm, 
sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah papan yang 
berukuran sekurang-kurangnya 60x100 cm;

6. kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas daerah 
dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga 
tampak nyafa dari jaian umum, yang berbentuk papan kedl 
dengan ukuran:
a) lebar 15 cm (lima belas centimeter);
b) panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter);
c) gam bar lam bang daerah berbentuk bulan ukuran garis 

tengah 6 cm (enam centimeter); dan
d) tinggi huruf 2 cm (dua centimeter).

V!L VERIFIKASI BASIL

Verifikasi hasil senaus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim 
Pel a k Sana Tingkat Kabu paten bersama Tim Pend am ping dengan tujuan 
untuk melakukan koieksi terhadap klasifikasi/kode Barang Milik 
Daerah, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi 
dengan tahapan sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi terhadap kertas kerja sensus Barang Milik 

Daerah yang telah disesuaikan dengan fisik/materialitas barang oleh 
pengurus barang/petugas sensus dan membubuhkan tanda tangan 
pada kertas kerja sebagai mans tercantum dalam Lam pi ran 1 sesuai 
dengan ketentuan dalam Lampiran Peraiuran Bupati ini;

b. melakukan verifikasi untuk pernutakhiran data atas permasalahan 
dan kondisi Barang Milik Daerah yang ditemukan pada saat sensus 
oleh Pengurus Barang Rerangkat Daerah alau UFT;

c. hasil verifikasi difuangkan dalam Berita Acara Verifikasi Sensus 
Barang Milik Daerah Tahun 2018; dan

d. untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sensus,
verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan 
kegiatan pendataan. y
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Vm. PELAPORAN DAN PEMEUHARAAN DATA HASIL SENSUS
a. Pelaporan

1. Tim Pclaksana Tingkal Kabupaien bcrsama Tim Pendamping dan 
Tim Pelaksana Tingkal Perangkat Daerah melakukan rckonsiliasi 
data Kartu Inventaris Barang hasi) sensus dan melakukan 
pembaruan data pad« Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang 
Milik Daerah dengan Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah 
yang diluangkan daJam Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil 
Sensus Barang;

2. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah menyusun Buku 
Inventaris dan Rekap Buku Inventaris;

3. Selanjutnya Tim Pelaksana Tingkal Kabupaten melakukan 
kompilasi Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris menjadi 
Rekap Buku Inventaris Pemerintah Daerah sebagai Laporan Hasil 
Sensus Barang Milik Daerah; dan

4- Tim pelaksana Tingkat Kabupaien menyampaikan Laporan Hasil 
Sensus Barang Milik Daerah kepada Gubemur Jawa Tengah dan 
Mentcri Dalam Negeri.

b. Pemeliharaan
Tim Pelaksana Tingkat Kabupaien dan Tim Pelaksana Tingkat
Perangkat Daerah secara konsisten melakukan pemeliharaan data
hasil sensus Barang Milik Daerah dan penyesuaian pada Sistem
Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

/XUrr
{mOua

hniM»
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■wniiiiii an

X. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan yang dipcrlukan 
bagi pelaksanaan kegiatan sensus Barang Milik Daerah. Apabila di 
kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada pedoman sensus 
Barang Milik Daerah ini, maka akan dilakukan penyempumaan.

BUPATl BOYOLALJ^

i* oukum

) SENO SAMODRO
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VHL PELAPORAN DAN PEMELIHARAAN DATA HASIL SENSUS
a. Pelaporan

1. Tim Pclaksana Tingkat Kabupaten bersama Tim Pendamping dan 
Tim Pclaksana Tingkat Pcrangkat Daerah melakukan rekonailiasi 
data Kartu Inventaris Barang basil sensus dan melakukan 
pembaruan data pada Sistem Informasi Manajcmen Daerah Barang 
Milik Daerah dengan Tim Pclaksana Tingkat Perangkat Daerah 
yang diluangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil 
Sensus Barang;

2. Tim Pclaksana Tingkat Perangkat Daerah menyuaun Buku 
Inventaris dan Rekap Buku Inventaris;

3. Selanjutnya Tim Peluksana Tingkat Kabupaten melakukan 
kompilasi Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris menjadi 
Rekap Buku Inventaris Pemerintah Daerah sebagai Laporan Hasil 
Sensus Barang Milik Daerah; dan

4. Tim pclaksana Tingkat Kabupaten menyampaikan Laporan Hasil 
Sensus Barang Milik Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah dan 
Mcnteri Dalam Negeri.

b. Pemcliharaan
Tim Pclaksana Tingkat Kabupaten dan Tim Pclaksana Tingkat
Perangkat Daerah secara konsisten melakukan pemeliharaan data
hasil sensus Barang Milik Daerah dan penyesuaian pada Sistem
Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

Vntuwi Or

X. PENUTUP
Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan yang dipcrlukan 

bagi pclaksanaan kegiatan sensus Barang Milik Daerah. Apabila di 
kemudian hari dlperlukan adanya perubahan pada pedoman sensus 
Barang Milik Daerah ini, maka akan dilakukan penyempumaan.

BUPATI BOYOLALl,

SEND SAMODRO
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C. Format Berita Acara Basil Scnsus Barang Milik Daarah

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA
BASIL SENSUS BARANG MIUK DAERAH TAHUN 2018

PADA PERANGKAT DAEKAH/UNIT KERJA......................
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALl 

NOMOR: ......................

Pada hari ini.......... tanggal..............bulan...............tahun......... (w-joc-wddc)
Bertempal di.............................
Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor ..... Tahun 2018 tentang
Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali.
Yang benanda tangan di bawah ini; 
a. Nama 

NIP
J aba tan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja 
selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

b. Nama ;.....................
NIP ....................
Jabatan ..................... (Kasubbag yang membidangi Aset)
selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

C. Nama 
NiP
Jabatan 
selaku Pengurus Barang

bertindak sebagai Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah telah 
melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 dari bulan Agustus 
sampai dengan bulan November 2018 dengan hasii sebagaimana data 
lerlampir,
Demikian berita acara ini dibuac dengan sebenamya dan disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................... 2018
Pejabat Penatausahaan Pengguna Pengurus Barang

Barang

(.............................................. ) (....................................... )
NIP. NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

NIP.

-19-



D. Format B^rita Acara Verifikasi Sensus Barang Milik Daerah

HliRITA ACARA
VKRIFTKASl SENSUS HARANG MILIK DARRAH TAHUN 2018

PADA PEKANGKAT UAERAH/UNIT KER.JA....................
PEMRRINTAH KABUPATEN BOYOLAU 

NOMOR;...................

Pada had ini,....... XAnggaX.............. bulan...............tahun......... (jk-xx-xxjoc)
Bertempat di.............................
Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor............. Tahun 2018 tcntang
Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali.
Yang bertanda tangan di bawah ini:
a. Naitia 

NIP
b. Nazna 

NIP
c. Nama 

NIP
d. Nama 

NIP

telah mclaksanakan verifikaai pada Pcrangkat Daerah.................... terhadap
pelaksanaan Sensus Barang Tahun 2018.

Demikian benta acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dipcrgunakan 
aebagaimana mestinya.

Boyolali.

No NAMA INSTANSI TANDA TANGAN

1 Bad an Keuangan Daerah 
Kab. Bovolali 1...........

2 Badan Keuangan Daerah 
Kab. Bovolali 2...........

3 Inspektorat Kab. Boyolali 3............
4 (nspektorat Kab. Boyolali 4...........

-20-
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£. Format Berita Acara Rekonsiliasi Data HasiJ Sensus Barang Milik Daerah

BE RITA AC AKA
RKKUNSIUASI DATA HASIL 8ENSUS BARANG TAHUN 2018

PADA PERANGKAT UAI-:RAH/UNIT KERJA....................
PRMBRINTAJI KABUPATRN BOYOLALJ

Pada hari ini, ............... tanggal............  buian.............. tahun ...........  (xx-xx-
xxxx)
Bertempat di..............................
Berdaaarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor.......... Tahun 2018 tentang
Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali.
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakaanakan
rekonailiasi data basil sensus barang Tahun 2018 pada ............................
(Perangkat Daerah |. dengan hasil sebagai berikut;

No

8

10

Rincian
Fisik barang ada tetapi cldak tercatat pada Kartu 
Invcntans Barang
Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan 
a set tetap
Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat
Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa
Fisik barang ada tetapi dikuasai oleh pihak ketiga
Fisik barang tidak ada karena telah dimutaalkan ke 
Penfttuna Barang lain

Jumlah/Nilai_m__
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Fiaik ^rang tidak ada karena sudah dihibahkan
Fisik barang tidak ditemukan/hilang
Fisik barang tidak ada karena proses penghapusan 
(dijual/diJelang)________ ________________________
Lain-lain

Rp
Rp

Rp

Rp

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenamya dan untuk 
dipet^nakan sebagaimana mestinya.
Boyolali,..............

No N AM A PELAKSANA TANDA TANGAN

1
Badan Kcuangan Daerah 
Kab. BovolaJi 1...........

2
Badan Keuangan Daerah 
Kab. Bovolali 2...........

3 inspektorat Kab. Boyolali 3............

4 Inspektorat Kab. Boyolali 4...........

5 Pejabat Penatausahaan 
Penspuna Barang 5............

6 Pen guru 8 Barang 6.........

BUPATI BOYOLALI^

-21
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E. Ponnat B«rita Acara Rekonsiliaai Data Hasil Senaus Barang Milik Daerah

BERITA ACARA
REkONStUASl DATA HASIL SKNSUS BARANG TAHUN 2018

PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA....................
PEMKKINTAH KA HU PATEN BOYOLAU

Pada hari ini, ............... tanggal............. bulan.............. tahun ...........  (xx-nt'
xxxx)
Bcrtempat di..............................
Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor.......... Tahun 2018 ten tang
Pcdoman Sensus Barang Miiik Daerah Kabu paten Boyolali.
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melaksanakan
rekonailiasi data hasil sensus barang Tahun 2018 pada ............................
(Rerangkat Daerah), dengan hasil sebagai berikut:

No

1

2

7
S

10

Rincian
Fisik barang ad a tetapi tidak tercatat pada Kartu 
Invcntaris Barang
Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan 
aset tctap
Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak be rat
Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa
Fisik barang ada tetapi dfkuasai oleh pihak ketiga
Fisik barang ddak ada karena telah dimutaaikan ke 
Pengguna Barang lain
Fisik barang tidak ada karena sudah dihibahkan
Fisik barang tidak ditemukan/hilang
Fisik barang tidak ada karena proses penghapusan 
(dijual/dUelang)___________ _ _ ______________
Lain-lain

Jumlah/Nilai 
___ ^1___

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenamya dart 
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Boyolali.................

untuk

No N A M A PELAKSANA TANDA TANGAN

1
Badan Keuangan Daerah 
Kab. Bovolali 1...........

2
Badan Keuangan Daerah 
Kab. Bovolali 2...........

3 Inspektorat Kab. Boyolali 3............

4 Inspektorat Kab. Boyolali 4...........

5 Pejabat Penatausahaan 
Penaeuna Barane 5............

6 Pengurus Barang e.......

BUPATI BOYOLAU,

—'j—W—
x SENO SAMODRO
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